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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proyek Konstruksi  

Pengertian proyek konstruksi menurut Ervianto (2005), adalah suatu 

proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 

dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan 

tersebut, terdapat suatu proses mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil 

kegiatan yang berupa bangunan.  

Menurut Ervianto (2005), proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis kelompok bangunan, yaitu:  

1. Bangunan gedung: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri dari 

kelompok bangunan ini adalah:  

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi 

pondasi umumnya sudah diketahui.  

c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan.  

2. Bangunan sipil: jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. 

Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah:  

a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar 

berguna bagi kepentingan manusia. 
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b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan 

kondisi pondasi yang sangat berbeda satu sama lain dalam suatu 

proyek.  

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 

 

2.2 Pembangunan Berkelanjutan 

Menurut UU RI No. 32 tahn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan. 

Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan 

melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi 

yang tidak merusak lingkungan. 

3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk 

berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu 

yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara 

berkesinambungan. 

 

 



8 

   

 

 

8
 

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem 

untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi 

kehidupan secara berkesinambungan. 

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian 

fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik 

masa kini maupun masa yang akan datang.  

(Ilmu Sains, 2014) 

 

2.3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

Menurut UU RI No.32 tahun 2009, Analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam 

memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. 

Menurut PP No. 27 tahun 2012, Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan 

kegiatan yang meliputi:  

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;  

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan  

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 
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Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri atas: 

a. Dokumen Kerangka Acuan; 

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal); dan 

c. Dokumen RKL-RPL. 

 Menurut Kartakusuma (2004), Amdal dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Adapun maanfaat Amdal, yaitu : 

1. Bagi pemerintah : 

 Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. 

 Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan 

lain di sekitarnya. 

 Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

 Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

 Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang. 

2. Bagi pemrakarsa : 

 Menjamin keberlangsungan usaha dan/ atau kegiatan karena 

adanya proporsi aspek ekonomis, teknis,  dan lingkungan. 

 Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya  

 Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan. 
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 Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling 

menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar 

dari konflik sosial yang saling merugikan. 

 Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan. 

3. Bagi masyarakat : 

 Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya 

suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak 

negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan 

tersebut. 

 Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam 

dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa 

kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling 

dihormati dan dilindungi. 

 Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana 

pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan 

kepentingan mereka. 

 

2.4 Rencana Pengelolaan Lingkungan 

Menurut PP No. 27 tahun 2012, Rencana Pengelolaan lingkungan adalah 

dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan 

menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta 

memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan.  
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 Prinsip dasar dalam penyusunanRencana Pengelolaan Lingkungan dalam 

proyek pembangunan dalah sebagai berikut : 

1. Minimalisasi dampak negatif  

2. Penetapan dampak yang perlu dikelola 

3. Penetapan upaya pengelolaan dampak 

4. Kejelasan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab pihak yang 

terkait 

Rencana pengelolaan lingkungan berupa dokumen yang meliputi usaha 

yang dilakukan sebagai pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak 

penting terhadap lingkungan hidup yang mempunyai sifat negatif sehingga 

dampak positif suatu rencana kegiatan dapat lebih dioptimalkan. Prinsip 

pembangunan dapat dijaga agar berkelanjutan dan sesuai dengan wawasan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


